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Revisi UU Penerbangan Cs

K omisi

VvV Tak

INngin

Prosesnya Tertunmnda

KOMISI V DPR ingin segera
merewvisi Undang-Undang
Penerbangan., Undang-Undang
Perkercetaapian. dan Undang-
Undang Pelayvaran. Badan Ke -
ahlian DPR pun diminta umntu ke
menyiapkan secara detail poin-
Ppoin perubabhan dalam ketiga
undang-undang tersebut. DPR
tak mau RULDT ini malah kandas
seperti halnyva Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Ja-
laary (LT _ AT,

Aangecorta Komisi W DPR
Muh. Aras mengatakan., se-
jJatinya Badan Keahlian IDPR
telah memberikan gambaran
terkait perlunya rewisa: terha-
dap ketiga undang-undan g
tersebut. Perubahan ini dibuou-
tuhkan untuk menjawab beaer-
bagai perkembangan teknologi
dan informasi yang makin
berubalk .

“IfRewvisi) Tentu harus Kita
sesuaikan juga dengan undan -
undang yvang akan mengatuar
seluruh kegiatan baik per-
niagaan MmMmaupun operasional
lainnva.”” kKata Aras.

Untuk itu. dia mendorong
agar Badan Keahlian DPR
dapat menjelaskan lebih
konkret poin-poin perubahan
yvyang dianggsap perlu dalam
rewvisi ketiga undang-undang
ini. IDia rtidak ingin. ketika
dinsulkan., tiga R ULY init smalak
berakhir dengan penundaan.

CMhMakanya perlu Kiramya
Badan Keahlian untuk bisa
menguat kan Kkami danmn mengsu -
sulkan (revisi) di Badan L.egis-
lasi. Sehingga tidak mengalami
nasib seperti Undang-TUndang
Lalu ILintas dan Angkutan
Jalan wang sudah mengalamai

proses begitu panjang. permn-
bahasan berulang-ulang. dan
terakhir harus di-pending.”™
LI jarsy Wan .

IDia juga meminta Badan
Keahlian DPR dapat rmmenyiap-
kan strategi agar ketilka tiga
undang-undang ini diasul-
kan masuk dalam program
legislasi nasional. tidak perliua
lagi melalui proses yangs pan-
Jang untuk dibahas, Termmasuak
teknisnya schingga jika tidak

ada aral melintang. ketiga
undang-undang ini bisa diba-
has mulai tabun inmi. Apa-

Iagsi scpanjang tahun 2023 ini.,
Komisi W IDPR belum merrni-
liki agenda sama sekali untuk
membahas legislasi.

Oleh karenmna itu. politisi
Fraksi PPPini berharap K omisi
nibisa sepakat untuk Mmengu-
sulkan ketiga undang -undang
tersebut masuk dalam program
legislasi. “"™WNah mudah-muda-
han ini tidak membutuhkan
waktu yang panjang sechinggsa
bisa Kita mulai pembabhasannwva
di tahun 2023, Karena itu perlu
gerak cepat dari teman-terman
Komisi W wang tentunya di-
seeprgprerrd oleh Badan Keahlian
DPR.” ujarmya.

Dalam kesempatan tersce-
but. dia jugsa meminta agar
Komisi W jugadapat menyiap-
kan program legislasi lainnwyva
yvang terkait dengan fungsi
dan kewenangan «di Komisi
. Tentunyva program legislasi
ini rerkait dengan mitra-mitra
kerja baik itu Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan
Rakwyvat (PUPR). Kemaenterian
Desa dan Daerah Tertinggal ).
dan mitra-mitra lainmnya. | AL
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